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PENJELASAN 
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TENTANG 

KEOLAHRAGAAN 

 

I. UMUM  

Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas 

pembangunan Keolahragaan yang merupakan bagian dari upaya 

mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan 

ikut serta dalam perdamaian dunia, perlu adanya komitmen kolektif agar 

pembangunan Keolahragaan menjadi instrumen sekaligus pendorong 

untuk mencapai pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.  

Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi 

manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 

tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan termasuk 

perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan 

era industri digital. Dalam perkembangannya landasan hukum yang ada, 

yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional belum dapat menjawab permasalahan, tuntutan, dinamika, dan 

kondisi aktual dalam Keolahragaan. 
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Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penggantian terhadap 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional dengan pertimbangan berikut ini. Pertama, setelah diterapkan 

selama lebih dari 16 (enam belas) tahun perlu dilakukan penyesuaian dan 

aktualisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional yang mengonstruksikan penataan lembaga 

Keolahragaaan dalam tatanan Keolahragaan dan menyesuaikan dengan 

perkembangan hukum. Dengan demikian tidak terjadi benturan 

kelembagaan atau konflik kelembagaan satu sama lain, tetapi saling 

melengkapi, bersinergi, dan harmonis dalam tujuan penyelenggaraan 

Keolahragaan guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara 

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kedua, memastikan bahwa negara bertanggung jawab atas 

kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan 

Keolahragaan guna menciptakan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, 

dan berkarakter serta peningkatan Prestasi yang pada akhirnya 

mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan berlandaskan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Ketiga, perlu adanya penguatan pola koordinasi antara Pemerintah 

Pusat dengan Pemerintah Daerah dan dengan lintas sektor 

kementerian/lembaga setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana adanya penataan 

tugas, fungsi, dan kewenangan kementerian/lembaga dan Pemerintah 

Daerah. 

Keempat, adanya komitmen yang kuat untuk menjadikan Olahraga 

sebagai daya pendorong untuk mencapai pembangunan nasional baik dari 

segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya 

mengingat Olahraga dipandang sebagai kegiatan strategis yang mampu 

menjadi katalis bagi pencapaian tujuan bidang non-Olahraga. 

Kelima, keterbatasan sumber pendanaan merupakan permasalahan 

khusus dalam kegiatan Keolahragaan di Indonesia. Hal ini semakin terasa 

dengan perkembangan Olahraga modern yang menuntut pengelolaan, 

Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dengan didukung anggaran 

yang memadai. Untuk itu, kebijakan tentang sistem pengalokasian 

anggaran di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran 
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pendapatan dan belanja daerah dalam bidang Keolahragaan perlu 

mendapatkan penguatan agar Pembinaan dan Pengembangan 

Keolahragaan dapat berjalan lancar. Selain itu, sumber daya dari 

Masyarakat perlu dioptimalkan, antara lain, melalui peran serta 

masyarakat dan badan usaha, serta pembentukan dana perwalian 

Keolahragaan. 

Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum 

bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam 

kegiatan Keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang 

gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam Olahraga. Dengan 

demikian, pembudayaan Olahraga di lingkungan keluarga, masyarakat, 

kelembagaan pemerintah, dan kelembagaan swasta serta upaya 

peningkatan Prestasi Olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat 

bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran 

pembangunan nasional yang berkelanjutan. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan prinsip “kebangsaan” adalah bahwa 

penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan 

menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme 

Masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di 

pentas dunia. 

Huruf b  

Yang dimaksud dengan prinsip “gotong royong” adalah bahwa 

penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan 

partisipasi aktif Masyarakat bersama Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Keolahragaan. 

Huruf c  

Yang dimaksud dengan prinsip “keadilan” adalah bahwa 

penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan 

kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa 

diskriminasi kepada seluruh warga negara. 

Huruf d  

Yang dimaksud dengan prinsip “pembudayaan” adalah 

penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses 

sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga 

menjadi kebiasaan hidup Masyarakat. 

Huruf e  

Yang dimaksud dengan prinsip “manfaat” adalah bahwa 

penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada 

peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, 

sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang 

memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat. 

Huruf f  

Yang dimaksud dengan prinsip “kebhinnekaan” adalah 

bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan 

tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, 

kekhasan daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. 

Huruf g  

Yang dimaksud dengan prinsip “partisipatif” adalah 

penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan 

peran aktif Setiap Orang, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Huruf h  

Yang dimaksud dengan prinsip “keterpaduan” adalah bahwa 

penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara 

terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, 
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dan lintas pemangku kepentingan.  

Huruf i  

Yang dimaksud dengan prinsip “keberlanjutan” adalah bahwa 

penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara 

sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, 

berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus 

dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia 

Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang 

akan datang. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k  

Yang dimaksud dengan prinsip “sportivitas” adalah bahwa 

penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan 

menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan 

profesionalitas di bidang Keolahragaan. 

Huruf l  

Yang dimaksud dengan prinsip “demokratis” adalah bahwa 

penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan 

menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk 

mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan 

permasalahan Keolahragaan.  

Huruf m  

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah bahwa 

penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan 

dan dengan penuh tanggung jawab 

Huruf n  

Yang dimaksud dengan prinsip “ketertiban dan kepastian 

hukum” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus 

dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban Masyarakat 

dalam pelaksanaan kegiatan Keolahragaan. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 
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Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “mengarahkan, membimbing, 

membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi” adalah 

upaya orang tua kepada anaknya untuk mengenalkan literasi 

fisik sebagai bekal dalam berpartisipasi Olahraga sejak dini 

serta memperoleh pengetahuan dan informasi kemajuan 

Keolahragaan anaknya dari lembaga pendidikan formal, klub 

Olahraga, dan/atau sanggar Olahraga, serta perkembangan 

Keolahragaan anaknya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “potensi daerah” adalah kemampuan 

daerah dalam mengembangkan cabang Olahraga unggulan 

yang sudah ada dan menjadi kekhasan daerah tersebut. 

Yang dimaksud dengan “kondisi daerah” adalah keadaan 

suatu daerah dalam mendukung pengembangan suatu 

cabang Olahraga antara lain terkait dengan Prasarana 

Olahraga dan Sarana Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan 
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struktur kelembagaan.   

 

Pasal 13 

Cukup jelas.  

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “Olahraga Masyarakat tertentu yang 

mengandung risiko” adalah Olahraga yang berpotensi tinggi 

menimbulkan kerusakan lingkungan serta membahayakan 

kesehatan dan keselamatan.  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan yang 

kompeten”, antara lain, adalah dokter, perawat, 

dan/atau terapis. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “perkumpulan Olahraga Masyarakat” 

adalah kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan 

kesamaan maksud dan tujuan dalam bidang Olahraga 

Masyarakat, misalnya sanggar dan klub. 

Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan “bantuan pendanaan” adalah 

bantuan pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara atau hibah yang berasal dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Cukup jelas.  

Ayat (5)  

Huruf a  

Yang dimaksud dengan “perkumpulan Olahraga” antara 

lain adalah klub, perserikatan, liga, dan persatuan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c  

Cukup jelas.  
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Huruf d  

Cukup jelas.  

Huruf e  

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas.  

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf l  

Cukup jelas.  

Huruf m 

Yang dimaksud dengan “Olahraga berbasis teknologi” 

adalah Olahraga bersifat kompetitif dan interaktif yang 

menggunakan perantara perangkat dan/atau peralatan 

dengan memanfaatkan inovasi teknologi elektronik. 

Yang dimaksud dengan “perantara perangkat”, antara 

lain, adalah komputer, laptop, konsol, simulator, dan 

gawai. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Yang dimaksud dengan “pemudahan”, antara lain, adalah 

pemudahan dalam hal akses terhadap sumber daya Keolahragaan 

dan pemberian bantuan. 
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Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27  

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas.  

 

Pasal 29  

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “organisasi Olahraga Penyandang 

Disabilitas”, antara lain, adalah: 

a. Special Olympic of Indonesia (Soina); 

b. Persatuan Olahraga Tuna Rungu Indonesia (Porturin); 

c. Persatuan Tuna Netra Indonesia (Portuni); dan 

d. Organisasi Olahraga fungsional lainnya, baik yang 

bernaung di bawah komite paralimpiade Indonesia 

maupun di luar komite paralimpiade Indonesia sebagai 

badan Olahraga fungsional penyandang disabilitas. 

Yang dimaksud dengan “Organisasi Olahraga fungsional" 

adalah Organisasi Olahraga yang membina, 

mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih 
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cabang Olahraga Amatir dan/atau Olahraga Profesional 

dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, 

dan Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Peolahraga atau 

Olahragawan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup jelas.  

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Cukup jelas.  
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Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40  

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi di bidang 

Keolahragaan” antara lain, dibuktikan dengan pengalaman atau 

latar belakang sebagai Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, 

organisasi Keolahragaan, dan/atau pengalaman lain di bidang 

Olahraga. 

 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44  

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Ayat (1) 

Keikutsertaan Indonesia dalam pekan Olahraga internasional 

sejalan dengan semangat Gerakan Olimpiade (Olympic 

Movement) dan Gerakan Paralimpiade (Paralympic Movement). 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “pekan Olahraga tingkat 

internasional” adalah pertandingan/perlombaan tingkat 

internasional untuk beberapa jenis cabang Olahraga 

(multievent) prioritas sesuai desain besar Olahraga 

nasional. 

Yang dimaksud dengan “kejuaraan Olahraga tingkat 

internasional” adalah pertandingan/perlombaan tingkat 

internasional untuk satu jenis cabang Olahraga (single 

event) prioritas sesuai desain besar Olahraga nasional. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah antarprovinsi atau 

antarkabupaten/antarkota. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Yang dimaksud dengan “teknis kecabangan” adalah hal teknis 

terkait karakteristik dan peraturan pertandingan/perlombaan 

suatu cabang Olahraga. 

 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “fasilitas yang sesuai dengan 

nilai tiket masuk”, misalnya, adalah fasilitas memasuki 

dan menempati tempat menonton 

pertandingan/perlombaan sesuai dengan tiket yang 

dibeli, kapasitas, fasilitas umum yang layak, dan akses 

informasi yang mudah. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

Cukup jelas. 



No. 6782 
-15- 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

Cukup jelas.  

 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan” 

adalah sesuai dengan kebutuhan cabang profesional. 

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli lainnya”, antara 

lain, adalah promotor, biomekanik, fisioterapis, analis 

performa, dan pelatih fisik. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

 

Pasal 62 

Cukup jelas.  
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Pasal 63 

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

 

Pasal 70 

Cukup jelas.  

 

Pasal 71 

Cukup jelas.  

 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

Cukup jelas. 
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Pasal 75 

Cukup jelas.  

 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

 

Pasal 77  

Cukup jelas.  

 

Pasal 78  

Cukup jelas. 

 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

 

Pasal 82 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "dana perwalian Keolahragaan" adalah 

dana hibah yang diberikan oleh 1 (satu) atau beberapa 

pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan profesional 

oleh lembaga nonpemerintah sebagai wali amanat untuk 

tujuan pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

 

Pasal 84 

Cukup jelas.  
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Pasal 85 

Ayat (1) 

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan 

dilaksanakan, antara lain, melalui kerja sama dengan badan 

yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

 

Pasal 90  

Cukup jelas. 

 

Pasal 91  

Cukup jelas. 

 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

 

Pasal 93 

Cukup jelas.  

 

Pasal 94 

Cukup jelas. 
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Pasal 95 

Cukup jelas. 

 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

 

Pasal 98 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah bahwa lembaga anti-

Doping dalam mengambil keputusan tidak dapat diintervensi 

oleh pihak manapun sesuai dengan peraturan badan anti-

Doping dunia. 

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah bahwa personil 

organisasi anti-Doping nasional dalam menjalankan tugas 

fungsi dan kewenangannya berpegang teguh pada kode etik 

yang dilandasi keahlian, kemampuan, dan komitmen sesuai 

dengan peraturan badan anti-Doping dunia. 

Yang dimaksud dengan “objektif” adalah melaksanakan 

kewenangan dengan penuh integritas. 

Yang dimaksud dengan “akuntabel" adalah pelaksanaan tugas 

fungsi dan kewenangan organisasi anti-Doping nasional dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan badan anti-

Doping dunia ataupun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
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Pasal 99 

Cukup jelas. 

 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

 

Pasal 105 

Cukup jelas. 

 

Pasal 106 

Cukup jelas.  

 

Pasal 107 

Cukup jelas. 

 

Pasal 108 

Cukup jelas. 

 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

 

Pasal 110 

Cukup jelas.  

 


